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Abstract 

An order of International Relations today has new actors, one of them is the city government 

or local government. Cooperation between the local government or city is framed in Sister 

City or Twin Cities cooperation. Bandung, is one of the cities in Indonesia that is very active 

and successful in Sister City cooperation. One of Bandung's Sister City cooperation is with 

Metropolitan City of Seoul since 2016. 

This research will focus on explaining the reason why Bandung City Government chose has 

Sister City Cooperation toward Seoul Metropolitan Government. In this study the authors use 

the qualitative method, direct interviews with the Staff of Government Cooperation Part of 

Bandung, and also using secondary data in the form of books, magazines, journals, internet, 

newspapers and other relevant sources. To analyze, the author uses the theory of rational 

choice, the concept of sister city and the concept of paradiplomacy. 

The results of this study indicate that the Bandung City Government chose to cooperate with 

Seoul Metropolitan City Government because has interest to manage the urban planning 

seems like Seoul, cultural exchange and information about Smart City. 
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 Tatanan kehidupan Hubungan Internasional saat ini dihiasi oleh aktor baru, salah 

satunya adalah pemerintah kota atau pemerintah daerah. Kerjasama antar Pemerintah daerah 

atau kota tersebut dibingkai dalam kerjasama Sister City atau Kota Kembar. Bandung, adalah 

salah satu kota di Indonesia yang sangat aktif dan berhasil dalam kerjasama Sister City. Salah 

satu kerjasama Sister City Bandung adalah dengan Kota Metroplitan Seoul sejak tahun 2016. 

 Penelitian ini akan berfokus untuk menjelaskan alasan Pemerintah Kota Bandung 

menjalin kerjasama Sister City dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara langsung 

dengan Staff Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung, dan juga menggunakan data 

sekunder berupa buku, majalah, jurnal, internet, surat kabar dan sumber-sumber lain yang 

relevan. Untuk menganalisis, penulis menggunakan teori pilihan rasional, konsep sister city 

dan konsep paradiplomasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memilih 

untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul adalah adanya kepentingan 

untuk mengelola penataan kota seperti Seoul, pertukaran budaya dan informasi tentang Smart 

City. 

Kata kunci : Bandung, Seoul, Sister City, Pilihan Rasional, Paradiplomasi 

  



 
 

PENDAHULUAN 

Tatanan kehidupan Hubungan Internasional mengalami perubahan yang signifikan 

setelah berakhirnya perang dunia kedua, ditandai dengan banyaknya pemeran baru yang 

bermunculan selain Negara sebagai aktor dominan pada waktu itu. Di era globalisasi, Non-

state actor seperti Inter-Governmental Organizations (INGOs), Non-Governmental 

Organizations (NGO), Multinational Corporations (MNC), Individu dan Media memiliki 

posisi yang tidak kalah penting dengan Negara sebagai State Actor. Bahkan tatanan 

pemerintahan dibawah Negara (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) saat 

ini juga dapat ikut andil dalam kancah Hubungan Internasional melalui kerja sama dengan 

Pemprov dan Pemkab/kot di luar negeri malalui kerjasama kota kembar (Sister City). 

Pertama kali istilah Sister City digunakan di Eropa, yang pada tahun 1920 karena 

muncul kerjasama antara Kota Keighley,Yorkshire Barat di Inggris dengan Kota Poix Du 

Nord, di Perancis. Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan istilah-istilah baru seperti 

Twin City atau Kota Kembar. Benua Eropa banyak menggunakan istilah tersebut, lain halnya 

di Amerika Serikat yang menggunakan istilah Sister City. Begitupun dengan Indonesia, yang  

juga menggunakan istilah Sister City berdasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri 

No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal tata cara pembentukan hubungan 

kerjasama antar kota (Sister City) dan antar provinsi (Sister Province) (http://bdg.ksln.co.id, 

2015). 

Landasan hukum kerjasama Internasional oleh Pemerintah Daerah di Indonesia diatur 

dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan 

Daerah (sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan 

mekanisme pelaksanaan kerjasama diatur tidak secara detail dalam Undang-undang Nomor 

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah) (Kuswantoro, 2016). 

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat memiliki kecenderungan berinteraksi di 

dunia Internasional untuk meneguhkan keberadaannya dalam kancah perpolitikan global. 

Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan bangsa lain demi 

terciptanya tatanan kehidupan dunia yang damai. Hal tersebut tercermin bahwa saat ini 



 
 

Indonesia banyak terlibat dalam kerjasama Internasional baik bersifat bilateral maupun 

multilateral. Sebagai contoh Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Negara di kawasan 

Asia Timur, yaitu Korea Selatan. Kerjasama antara Indonesia dan Republik Korea Selatan 

berlanjut pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah 

kerjasama Kota Bandung dan Seoul. Letak geografis Bandung dan Seoul terhitung relatif 

jauh. Bandung-Indonesia terletak dikawasan Asia bagian Tenggara sedangkan Seoul-Korea 

Selatan memasuki wilayah Asia Timur. Dari segi jarak, kerjasama antara Bandung dan Seoul 

akan mengalami hambatan dalam pendistribusian barang dan jasa. Dari jauhnya jarak tersebut 

pasti akan berdampak pada peningkatan harga yang signifikan akibat biaya yang dibebankan 

dalam proses pengiriman. 

  Kerjasama Kota Bandung dan Seoul tetap berlanjut walaupun memiliki perbedaan 

karakteristik diantara keduanya. Namun, Bandung dan Seoul memiliki persamaan status 

administrasi setingkat Kota sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 03 Tahun 2008 mengenai syarat-syarat kerja sama sister city 

(Permendagri No 3 , 2008). Kerjasama Kota Bandung dan Seoul dimulai sejak 

penandatanganan Letter of Intent (LoI) antar kedua belah pihak pada Mei 2015 ( 

http://kbriseoul.kr) . Kemudian ditindaklanjuti dengan datangnya para pengusaha dari Korea 

yang dijembatani oleh ASEAN-Korea Center yang menawarkan kerjasama yang berkaitan 

dengan smart city dan perbaikan infrastruktur (https://ppid.bandung.go.id). Selanjutnya, 

KBRI Seoul merilis berita bahwa kerjasama kota kembar (sister city) -atau yang disebut 

dalam kesepakatan bersama- kerjasama antar Pemerintah Kota Bandung dan Seoul telah 

diresmikan ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) oleh 

Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Seoul Metropolitan Park Wonsoon yang 

bertempat di City Hall, Seoul,pada tanggal 7 Oktober 2016, disaksikan langsung oleh Duta 

Besar RI untuk Republik Korea John A. Prasetio. Kedua Walikota menyepakati untuk 

melakukan kerjasama dan pertukaran informasi yang berfokus pada pengembangan Smart 

City dalam beberapa bidang, yaitu : Ekonomi Perkotaan, Perencanaan Tata Kota, Mode 

Transportasi Perkotaan, dan E-government (http://www.kemlu.go.id) . 

Rumusan Masalah 

“ Mengapa Pemerintah Bandung, Indonesia melakukan kerjasama kota kembar (Sister City) 

dengan Seoul, Korea Selatan?”  

 



 
 

Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan Penulis untuk menjawab rumusan masalah 

diatas adalah sebagai berikut : 

1. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice) 

 Menurut Coleman, terori pilihan rasional memiliki dua unsur pokok, yaitu aktor 

dan sumber daya. Definisi sumberdaya adalah suatu objek yang dapat menarik atensi aktor 

dan dapat dipengaruhi oleh aktor tersebut. Berikut ini adalah penjabaran Coleman 

mengenai interaksi antara aktor dan sumberdaya secara lebih detail ketingkat sosial: 

  “Dasar untuk melakukan suatu tindakan sosial adalah adanya dua aktor. 

Sumber daya potensial yang bisa memikat atensi pihak lain dikontrol oleh aktor. Adanya 

rasa saling membutuhkan satu-sama lain sebagai akibat dari perhatian satu aktor 

terhadap sumberdaya yang dikendalikan aktor lain -terlibat dalam sistem tindakan-. 

Sebagai aktor yang memiliki tujuan, setiap aktor memiliki target untuk memaksimalkan 

pengaktualan kepentingannya yang akan menghasilkan ciri saling ketergantungan atau 

ciri tindakan yang tersistem (Coleman, 1990).” 

   Berdasarkan pemaparan teori pilihan rasional (rational choice) diatas, dapat 

ditarik benang merah bahwa aktor dan sumberdaya sangat berperan dalam implementasi 

teori tersebut dalam kehidupan sosial. Bandung dan Seoul merupakan dua aktor yang 

memiliki tindakan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki masing-masing berupa 

kebudayaan, pariwisata, teknologi dan pengelolaan tata kota supaya menarik pihak lain 

(dalam hal ini antara Pemerintah Kota Bandung dan Seoul). Selanjutnya, sumber daya 

yang dikendalikan dua mitra kerjasama tersebut yang akan menyebabkan kedua kota 

saling ketergantungan satu sama lain. Selain itu, teori pilihan rasional juga menjelaskan 

bahwa masing-masing aktor memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingannya dalam 

menjalin kerjasama kota kembar. Adanya kerjasama sister city antara Bandung dan Seoul 

adalah salah satu upaya kolaborasi Pemerintah kota Bandung untuk memaksimalkan 

sumber daya yang dimiliki kota Seoul sebagai suatu bentuk perwujudan kepentingan. Hal 

tersebut yang mendasari terjalinnya hubungan Pemerintah kota Bandung dalam kerjasama 

kota kembar dengan Seoul. 

 



 
 

2. Konsep Sister City 

 Pengertian tentang hubungan kerjasama sister city menurut Sidik Jatmika dalam 

buku Otonomi Daerah Perpektif Hubungan Internasional adalah sebagai berikut : 

“ Hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah 

kabupaten, kota, dan kota administratif dengan pemerintah kota setingkat diluar 

negeri. Hubungan kerjasama yang dimaksud harus dilengkapai dengan program 

kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang 

dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontribusi biaya masing-masing pihak, 

dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program kegiatan yang 

dikerjasamakan”. (Jatmika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, 

2001) 

 Berdasarkan Konsep Sister City yang diuraikan diatas, maka kerjasama sister city 

dan sister province dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak memiliki status tingkat 

administrasif yang setara. Kerjasama ini juga harus memiliki tujuan dan misi program 

kegiatan yang jelas untuk membangun daerah dengan mandiri dan lebih cepat demi 

kesejahteraan daerahnya. Selain itu, kerjasama ini juga dapat dilakukan selama tidak 

melanggar aturan hukum yang berlaku dan tetap menjaga tingkat stabilitas politik yang 

ada. Begitupun halnya dengan kerjasama antara Bandung dan Seoul, kedua kota memiliki 

status administratif yang sama, yaitu setingkat kota. Kerjasama yang dilakukan juga jelas 

yaitu dalam bidang smart city yang mana Bandung dan Seoul dapat saling bertukar 

informasi dan teknologi dalam membangun tata kota yang lebih cepat, efektif, dan efisien. 

Kerjasama keduanya dapat berjalan karena kedua kota tetap beracuan pada aturan yang 

berlaku dimasing-masing negara sebagai pedoman untuk melaksanakan hubungan 

kerjasama sister city antar keduanya. 

3. Konsep Paradiplomacy 

 Paradiplomasi adalah suatu fenomena dan subjek baru dalam Ilmu Hubungan 

Internasional. Paradiplomasi mengacu pada sesuatu yang dapat dideskripsikan sebagai 

“kapasitas kebijakan luar negeri” pemerintah daerah yang secara mandiri dapat 

berhubungan dengan pihak internasional untuk mewujudkan kepentingan daerahnya 

(Wolff, 2007 ). Paradiplomasi muncul sebagai akibat dari hadirnya era globalisasi. Pada 

era ini, bukan hanya Negara saja yang dapat „bermain‟ dalam kancah Hubungan 



 
 

Internasional, namun aktor-aktor baru mulai bermunculan terutama pemerintah daerah. 

Hadirnya pemerintah daerah memberi warna tersendiri sehingga diharapakan dapat 

mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan Negara. 

 Paradiplomasi sebagai suatu teori yang menjembatani perilaku aktor-aktor sub 

nasional untuk turut berkecimpung dalam kehidupan Hubungan Internasional. 

Berdasarkan karakteristiknya, Bandung dan Seoul adalah perwakilan politik di luar negeri 

yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan dan bertukar informasi demi 

memuluskan kepentingan satu sama lain. Pemerintah Kota Bandung memiliki wewenang 

secara bebas untuk bekerjasama dengan aktor sub-nasional lain diluar batas Negara tanpa 

harus adanya ikut campur tangan Pemerintah pusat. Selain lebih efisien, adanya kebijakan 

tersebut sangat membantu kota Bandung dan Seoul secara khusus untuk keluar dari 

masalah yang dihadapi dan mempercepat pembangunan daerah dengan mandiri. 

PEMBAHASAN 

  Kerjasama Sister City kota Bandung yang berjalan selama ini sangat didukung 

oleh kebijakan dari Pemerintah pusat dengan adanya peraturan-peraturan yang mendorong 

untuk terjalinnya kerjasama dengan pihak luar. Sebagai aktor sub-state, Pemerintah Kota 

Bandung diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik paradiplomacy sebagai salah 

satu aktivitas yang berkaita dengan kebijakan luar negeri pemerintah daerah. Selain itu, 

Pemerintah Pusat menerapkan Undang Undang tentang Perjanjian Internasional pada tahun 

1999 yang mempengaruhi Kota Bandung untuk melakukan kerjasama kota kembar. Oleh 

karena dasar yang jelas dan sesuai dengan visi misi, Bandung pada akhirnya melakukan 

Kerjasama Sister City dengan Kota Metropolitan Seoul pada tahun 2016. 

Alasan Pemerintah Kota Bandung Bekerjasama Sister City Dengan Pemerintah Kota 

Metropolitan Seoul 

A. Kerjasama dalam Bidang Penataan Kota  

 Pemerintah Kota Bandung dan Seoul setelah melakukan penjajakan hubungan 

kerjasama, kedua belah pihak tentunya mempertimbangkan  keuntungan dan kerugian 

yang akan didapat sesuai dengan teori pilihan rasional bila hubungan kerjasama Sister City 

berlanjut. Pemerintah Kota Bandung sebagai aktor yang memiliki kepentingan, 

menimbang dan meninjau kapasitas Kota Metropolitan Seoul sebagai sumber daya yang 



 
 

akan dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan pertumbuhan dan kemajuan kota 

Bandung jika kerjasama antar kedua Kota kemudian terwujud.  

 Pemerintah Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang 

berhasil dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi 

kawasan terbuka hijau. Dalam pembahasan ini, Pemerintah Kota Seoul berhasil 

merestorasi sungai Chong Gye Cheon. Menurut Nugroho Suryoputro, Restorasi sungai 

berarti pengembalian fungsi sungai pada hakikat alaminya yang telah terdegradasi oleh 

intervensi tindakan yang dilakukan manusia. Sungai Chong Ggye Cheon merupakan 

sungai bersejarah sejak Dinasti Joseon. Sekitar 600 tahun yang lalu, sungai ini merupakan 

tempat pusat transportasi air. Namun pada tahun 1960-an, sungai Chong Gye Cheon 

beralih fungsi sejak jembatan layang didirikan diatasnya. Sehingga, sejak saat itu, kondisi 

bantaran sungai menjadi tempat kumuh. Baru pada tahun 2003, Walikota Seoul pada 

waktu itu Lee Myung Bak meluncurkan program „Revolusi 5,8 km‟ untuk mengubah 

Chong Gye Cheon menjadi kawasan hijau dan bersih. Pada tahun 2005, proyek besar 

tersebut terealisasi. Kawasan Sungai Chong Gye Cheon berubah menjadi kawasan terbuka 

hijau dilengkapi oleh pedestrian tempat rekreasi masyarakat. Dampak luar biasa dari 

terwujudnya restorasi ini dapat menurunkan suhu kota Seoul sampai dengan 3,6 derajat 

celcius pada musim panas. Ikan, burung-burung dan pepohonan dapat tumbuh 

berkembang dengan baik tanpa tercemar limbah. Kawasan Sungai Chong Gye Cheon 

semakin terlihat ciamik saat malam hari karena dihiasi oleh lampu-lampu nan cantik. 

Sebuah konsep restorasi sungai yang berhasil mengubah citra Seoul dari kota „abu-abu‟ 

menjadi kota hijau, sehat dan berorientasi lingkungan (http://mediatataruang.com, 2016). 

 Sebagai aktor non-state, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan kerjasama 

tanpa perlu adanya izin dari pemerintah pusat, sesuai dengan prinsip konsep 

Paradiplomacy. Oleh karena ada kepentingan kota Bandung dalam proyek penataan kota, 

maka setelah melihat Kota Metropolitan Seoul yang  berhasil merestorasi Sungai Chong 

Gye Cheon, Pemerintah Kota Bandung lewat Walikotanya Ridwan Kamil secara langsung 

dalam kunjungannya ke Seoul berinisiatif ingin mengubah wajah Kota Bandung kearah 

yang lebih baik dari segi penataan kota, terutama dalam bidang restorasi sungai (Rahmi, 

2017).  

 Pemerintah Kota Metropolitan Seoul membantu Pemerintah Kota Bandung  

dalam proses restorasi sungai Cikapundung sepanjang satu kilometer di daerah Pasirluyu, 



 
 

Kecamatan Gregol. Sungai Cikapundung merupakan salah satu anak sungai yang 

bermuara di Sungai Citarum, terkenal dengan kawasan kumuh dan tidak terawat. Bantaran 

Sungai Cikapundung dijadikan pemukiman warga dan tak jarang kawasan ini sering 

tertimpa bencana banjir akibat sampah yang menyumbat aliran air sungai. Oleh karena 

permasalahan tersebut, upaya revitalisasi Sungai Cikapundung dicanangkan oleh 

Pemerintah Kota Bandung yang akan didampingi oleh Pemerintah Kota Seoul. 

Penanggung jawab kerjasama restorasi Sungai Cikapundung adalah Profesor Geoteknik 

Teknik Sipil dari Universitas Konkuk, Jong Ho Shin akan memperbaiki sistem sanitasi di 

daerah tersebut sebelum merevitalisasi secara keseluruhan. Pada Januari 2016, kawasan 

restorasi Sungai Cikapundung selesai dan diresmikan. Kini wajah Sungai Cikapundung 

berubah, tidak terlihat ada pemukiman kumuh dan gunungan sampah lagi. Warga yang 

bertempat tinggal dibantaran sungai telah direlokasi ke rusun. Sungai Cikapundung 

bertransformasi menjadi kawasan hijau dan menarik untuk dikunjungi. Banyaknya 

tanaman hias, area pedestrian, amphitheater outdoor menghias kawasan ini, terutama air 

mancur warna-warni dimalam hari yang membuat teras Cikapundung semakin cantik. 

Selain Sungai Cikapundung, restorasi sungai yang terinspirasi dari Sungai Chong Gye 

Cheon juga dilakukan pada Sungai Cikapayang. Sungai ini berada ditengah pusat kota 

Bandung. Letaknya  disepanjang jalan Merdeka, mengalir tepat disamping komplek Balai 

Kota. Sungai Cikapayang ini dulunya kotor dan bau, sehingga membuat estetika Kota 

Bandung terganggu. Namun, setelah direstorasi Sungai Cikapayang dapat menjadi salah 

satu daya tarik masyarakat dan proyek percontohan pemerintah. Restorasi Sungai 

Cikapayang dilengkapi teknologi “water treatment” untuk menjernihkan air. Desain 

restorasi Sungai juga dilengkapi taman, dan tangga berundak. Sehingga dapat dijadikan 

ruang publik yang nyaman ditengah Kota, seperti halnya Sungai Chong Gye Cheon di 

Seoul, Korea Selatan (Iwan, 2017). 

B. Kerjasama dalam Bidang Pertukaran Kebudayaan, Seni dan Pariwisata 

 Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Seoul bukan 

hanya dalam segi penataan kota, namun bidang kebudayaan juga menjadi sasaran 

kerjasama. Jika dilihat dari konsep Paradiplomacy, kedua belah pihak memiliki 

kepentingan untuk saling bekerjasama dan memperoleh keuntungan satu sama lain. Latar 

belakang terjadinya kerjasama pertukaran budaya Bandung dan Seoul adalah adanya 



 
 

ketertarikan kedua belah pihak untuk saling mempromosikan keunikan dan membuka 

pasar potensial bagi produk-produk yang dimiliki tiap kota.  

 Sejauh ini, kerjasama dalam bidang kebudayaan yang dilakukan adalah saling 

berpartisipasi dalam kegiatan dan festival budaya. Seperti yang berlangsung pada 

September 2017 yang lalu di Seoul Friendship Fair South Korea 2017, Tari Rampak 

Kendang Bandung, Jawa Barat menjadi juara pertama dalam kategori penampil tradisional 

terbaik. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung membuka Little Bandung didua tempat di 

Seoul pada Oktober 2015 yang diresmikan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk 

Korea Selatan Umar Hadi. Adanya Little Bandung dapat menjadi pasar bagi produk-

produk yang bernilai tinggi hasil inovasi pemuda Bandung. Selain Little Bandung di 

Seoul, produk hasil diplomasi Bandung dan Seoul dalam bidang kebudayaan adalah Little 

Korea yang saat ini sedang dalam masa pembangunan. Kawasan tersebut berada di Jalan 

Banten, tepat dibelakang kantor Kejaksaan Kota Bandung. Little Korea ini diawali oleh 

kerjasama yang dilakukan Korea Foundation for International Culture Exchange 

(KOFICE) dengan Institut Teknologi Bandung yang ditandai dengan pembangunan K-

Lounge di ITB. Adanya Korean Street ini sebagai salah satu media Kota Metropolitan 

Seoul untuk mempromosikan kebudayaannya terutama dalam bidang fesyen dikalangan 

masyarakat Kota Bandung (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016).  

 

 Kerjasama Sister City yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai 

dengan PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 1992 berarti hubungan kerjasama kota bersaudara 

yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 

Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. (Bagian Kerjasama Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016). Menurut Staff Bagian Kerjasama Pemerintah 

Bandung, hubungan kerjasama Kota Bandung dan Kota Metropolitan Seoul adalah suatu 

bentuk perwujudan kerjasama antar kota setingkat secara administratif, namun berbeda status 

yang mana Seoul adalah Ibukota Republik Korea Selatan sedangkan Bandung hanya Ibukota 

Provinsi Jawa Barat.  

  Berdasarkan konsep Sister City yang menyatakan bahwa kerjasama antar kota 

berarti adanya hubungan komunikasi dua arah dengan program yang terencana, bertujuan 

untuk menjalin kesepahaman dan pertukaran informasi antar kedua belah pihak yang 



 
 

memiliki jangka waktu yang disepakati bersama untuk melaksanakan program kegiatan. Oleh 

karena itu, kerjasama antara Bandung dan Seoul ini bertujuan untuk saling mendekatkan 

hubungan kedua kota secara khusus, dan negara Republik Korea Selatan dan Indonesia secara 

umum. Selain itu, hubungan kerjasama ini juga memiliki misi untuk saling bertukar dan 

berkolaborasi mengenai program-program yang akan dikerjasamakan.  

 Setelah menempuh perjalanan panjang, kerjasama yang dimulai dari proses 

penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2015, kemudian ditingkatkan sesuai dengan 

landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan aturan pemerintah Kota Bandung yang telah 

dijabarkan di bab  2 dan 3, maka sampailah pada penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Republik 

Indonesia dan Pemerintah Metropolitan Seoul mengenai peningkatan Kemitraan dan 

Kerjasama pada tanggal 7 Oktober 2016 yang berlaku selama lima tahun kedepan. 

 Kerjasama antara Bandung dan Seoul masih terhitung sebagai kerjasama baru, 

namun kerjasama yang lebih berfokus pada tata kelola perkotaan yang berbasis Smart City ini 

telah banyak membantu pembangunan Kota Bandung dua tahun kebelakang. Berikut ini 

adalah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah 

Metropolitan Seoul, antara lain : 

1. Ekonomi perkotaan : Pembangunan teknopolis; 

2. Perencanaan perkotaan: Perbaikan kawasan kumuh, peremajaan kota, peremajaan 

kawasan yang menghadap kesungai; 

3. Transportasi perkotaan: Sistem transportasi pintar, sistem transportasi umum; 

4. E-Government : Sistem manajemen dan integrasi informasi, digital platform; 

5. Kebudayaan : Saling berpartisipasi dalam kegiatan dan festival budaya; 

6. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia : Program pertukaran dan pelatihan 

pejabat kota (Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016). 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka Sister City Bandung-Seoul 

adalah : 

1. Staff Exchange antara Pemkot Bandung dan Seoul Metropolitan Government 

sebanyak dua kali, yang pertama dilaksanakan dari awal tahun 2016 sampai 

dengan bulan Juni 2016 di BAPPEDA berfokus pada sistem transportasi di Kota 

Bandung. Kedua mulai bulan September 2016 di bagian kerjasama berfokus pada 

sistem perpajakan, yang ditandai dengan adanya Junior Expert (Ho Young Lee) 



 
 

dari Seoul untuk meneliti sistem perpajakan dan mengambil informasi untuk 

menyusun master plan perbaikan sistem perpajakan di Bandung. 

2. Workshop mengenai perpajakan dan restorasi sungai, di akhir November 2016. 

3. Penandatanganan Implementing of Arrangement dalam bidang sistem perpajakan 

yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perpajakan Seoul dan Kepala 

BPPD Kota Bandung (Rahmi, 2017). 

 Kerjasama antar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan 

Pemerintah Metropolitan Seoul yang berjalan sekitar satu tahun kebelakang, terhitung sejak 

penandatanganan kesepakatan bersama masih belum menemukan hambatan yang cukup 

berarti. Dari keterangan Staff Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Bandung, 

kerjasama yang berjalan antar kedua belah pihak terbilang cukup bagus karena sejalan 

dengan misi kota bandung yang pertama yaitu mewujudkan Bandung yang nyaman melalui 

perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang 

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu, konsep pembangunan yang diusung 

oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil sangat terarah pada perbaikan infrastruktur kota dan 

penerapan Smart City. Sehingga dari kerjasama ini, Pemerintah Kota Bandung dapat 

mencontoh dan menerapkan program yang dilakukan oleh Kota Metrpolitan Seoul. Untuk 

hubungan kerjasama yang lebih baik, yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

adanya koordinasi internal masing-masing Pemerintah Kota dan meningkatkan saling 

pengertian antar keduanya. 
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